PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 4{3 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan
Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

f 2

)

Dipindai dengan CamScanner



2

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 194);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan llir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019
Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN
6 , ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN

ILIR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan llir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
p Kabupaten Ogan Ilir.
‘ 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya
disingkat BKBP adalah Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
(1) BKBP merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan umum yang menjadi kewenangan
daerah Kabupaten di bidang kesatuan bangsa dan
politik.

(2) BKBP dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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BAB II1
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
(1) Besaran susunan organisasi BKBP terdiri dari:
a. Kepala Badan
b. Sckretariat membawahi:

1) Subbagian Program dan Anggaran;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c¢. Bidang Politik Dalam Negeri membawahi:
1) Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan
Demokrasi; dan
2) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

d. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa membawahi:
1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
dan
2) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
membawahi:

1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama; dan
2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik membawahi:
1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
Intelejen; dan
2) Subbidang Penanganan Konflik

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan susunan organisasi BKBP adalah sebagaimana
tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BAGIAN KESATU
KEPALA BADAN

Pasal 4
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang
kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
petunjuk pelaksanaannya.
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Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

@ perumusan  kebijakan teknis  di bidang kesatuan
bangsa dan politik di wilayah Kabupaten;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ckonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan
dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik sosial di wilayah Kabupaten;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
di wilayah Kabupaten;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan  ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan
serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan
daerah Kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BKBP
Kabupaten; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA
SEKRETARIAT BADAN

Pasal 6
Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan
administratif di lingkungan BKBP Kabupaten.

Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan
anggaran;
pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
pelaksanaan pengelolaan keuangan;
pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan aset;
pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 8
(1) Sub bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas:

a.melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan
program dan anggaran, pengelolaan data dan
informasi;

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
¢. menyusun laporan kinerja.

(2) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan,
akuntansi, verifikasi, dan pembukuan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dan
penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksa
keuangan;

c. melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran
gaji, usul penunjukan bendaharawan dan dan
pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi; dan

d. melakukan urusan verifikasi dan akuntansi
pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan
keuangan direktorat jenderal.

(3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas:

a. melaksanakan urusan persuratan, tata usaha
pimpinan, Kkearsipan, hubungan masyarakat,
protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset
serta pengelolaan kepegawaian;

b. melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha
pimpinan serta pembinaan ketatausahaan;

c. melaksanakan urusan kearsipan;

d. menyiapkan urusan administrasi aparatur sipil

negara; dan
e. melaksanakan urusan penataan barang milik
negara.
BAGIAN KETIGA
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA

Pasal 9
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter
Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas BKBP
Kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

9, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa mempunyai fungsi:
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penyvusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan,  bhinneka  tunggal ika  dan sejarah
kebangsaan;

perumusan  kebijakan teknis  di  bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan
scjarah kebangsaan;

pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran
kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan;

pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran
kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan;

pelaksanaan monitoring di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran
kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan di bidang ideologi dan wawasan
kebangsaan, koordinasi serta monitoring, evaluasi
dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan
kebangsaan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan program
kerja melakukan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan
wawasan kebangsaan, koordinasi; dan

c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Sub bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi
dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran,
bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan
karakter bangsa;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja;

c. pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bela
negara;

d. melakukan pembauran, bhinneka tunggal ika,
sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
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BAGIAN KEEMPAT
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Pasal 12
Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan
sebagian tugas BKBP Kabupaten di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum kepala dacrah serta pemantauan
situasi politik.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

12 Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan
politik, etika budaya, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik Kabupaten;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik dan peningkatan demokrasi Kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik,
etika budaya, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik Kabupaten;

d. pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik,
etika budaya, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik Kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring di bidang pendidikan politik,
etika budaya, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik Kabupaten;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14
(1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan

Demokrasi mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan, penyusunan program Kerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik dan peningkatan demokrasi;

b. menyusun program kerja perumusan kebijakan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik dan peningkatan demokrasi,

c¢. merumuskan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik,pemilihan umum
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k(‘l)i_\lu daerah, pemantauan  situasi politik dan
peningkatan demokrasi:

d. m(‘I'n‘ksmmk;m kebijakan — di bidang pendidikan
politik, etika  budaya politik, pemilihan  umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik dan
peningkatan demokrasi;

¢. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik dan
peningkatan demokrasi;

f.  melaksanakan monitoring di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, pemilihan umum
kepala dacrah, pemantauan situasi politik dan
peningkatan demokrasi; dan

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan
umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
dan peningkatan demokrasi.

(2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan di  bidang fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik;

b. menyusun program Kkerja di bidang fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik;

c. merumuskan kebijakan di bidang fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik;

d. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik; dan

e. mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan di
bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik.

BAGIAN KELIMA
BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA,
AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 15

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan
sebagian tugas BKBP Kabupaten di bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi
kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan
dan organisasi kemasyarakatan asing.
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Pasal 16

Untuk

K melaksan

15 Bidang K(‘t;lhnknn !U{;ils schagaimana dimaksud Pasal
» Wetahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan

Organisasi K
18as1t Kemasvyarak
a. Syarakatan mempunyai fungsi:

(1)

heny
Ll(oz:ﬁ:’"“']mz:;gl'ﬂr;l kerja dibidang ketahanan
PCnValahgur;q;;n" k)Uflaya .f:.lmh'mm pencegahan
bcr(:tgama ‘da narkotika, fasilitasi kerukunan umat
pendaftaran n pcnghaya_t kepercayaan  serta
organisasi kemasyarakatan,
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi
dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan,
pengawasan dan organisasi kemasyarakatan asing di

wilayah Kabupaten;
penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang

ketahanan ekonomi, sosial ~budaya, fasilitasi
narkotika, fasilitast

pencegahan penyalahgunaan
kerukunan umat beragama  dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran organ@sas¥
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa

ganisasi

organisasi kemasyarakatarn, pengawasan Or. :
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing
di wilayah kabupaten; ‘
pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,

penyalahgunaan

sosial budaya, fasilitasi pencegahan
an umat beragama dan

narkotika, fasilitasi kerukun !
penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasl
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasl
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi seng‘keta!
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasl
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing
di wilayah kabupaten;

pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,
sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing
di wilayah kabupaten;

pelaksanaan monitoring di bidang ketahanan ekonomi,
sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing
di wilayah kabupaten; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17
Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Agama mempunyai tugas:
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a p
l’:;g:?}g‘l’}i‘(fllth')]ahnn penyusunan program kerja di
fasilitast tahanan ekonomi, sosial, dan budnyn,
S‘Cl.m‘?':‘lpcnchnhnn penyalahgunaan narkotika

asilitasi kerukunan umat heragama dan

\ penghayat kepercayaan;

. merumuskan kebijakan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan  narkotika  serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan;

c. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi Pcnccgf",han.
penyalahgunaan narkotika ~ serta fasilitasl
kerukunan umat beragama dan penghayat

kepercayaan; dan ;
oring, evaluash

d. melaksanakan koordinasi, monit )
dan pelaporan di bidang ketahanan ckon?]mh
sosial, dan budaya, fasilitasl penceg_c;i. ar;
penyalahgunaan narkotika ~ serta fas;q ltast
kerukunan umat beragama dan penghay?
kepercayaan.

unyai

asyarakatan memp

program kerja di
kemasyarakatan,

arakatan evaluasi

nisasi kemasyarakatan,
kemasyarakatan dan

sing;

(2) Sub Bidang Organisasi Kem

tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan
anisasl

pemberdayaan org
dan mediasi sengK
pengawasan e
anisasi kemasyaraka an

b. ggrumuskan ke}t’)ijakan di bidang pendaftaran
organisasi kemasyarakatarn, _pemberdaygarf
organisasi kemasyarakatan evaluasi dan mediasl
sasi kemasyarakatan, pengawasarn

sengketa organi asan

organisasi kemasyarakatan dan  organisasl
kemasyarakatan asing;

c. melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran

pemberdayaan

kemasyarakatan,
arakatan evaluasi dan mediasi

kemasyarakatan, pengawasan
organisasi

organisasi
organisasi kemasy
sengketa organisasi
organisasi kemasyarakatan dan
kemasyarakatan asing; dan

d. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi,
dan pelaporan di bidang pendaftaran organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan
organisasi kemasyarakatan dan  organisasi

kemasyarakatan asing.

BAGIAN KEENAM
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK

Pasal 18

Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik
bertugas melaksanakan sebagian tugas BKBP Kabupaten di

= o+
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bidang ke
Wi
I’(‘_nmnlnunn (,:::’ﬂ(lzmln dini, kerjasama intelejen,
asing, k(\“,m)']m asing, tenaga kerja asing dan lembaga
1\'(‘-k‘mlmpmu‘“‘{mm perbatasan antar negara, fasilitasi
Aan - bidang kewaspadaan, serta penanganan

konflik (1
i ;
k di Wilayah Kabupaten,

Untuk melaksanal PR S

8, “i(lnnp Pen Kan Ill[{ll.‘i {;(ﬁl):ngg:nxrru:nrl:n (

m“ml’llnw;i f nn;‘umnn Konflik dan Kewaspada

: ungsi:

a, l)(“n-yll!%lmnn program kerja di bidang k(;w,'ls;p:ldfmn
dini, kerjasama inlelcicn,. pemantauan orang Aasing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kcwaqudnnn
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan f{’("’”g
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah

Kabupaten; 35
b. penyusunan bahan Perumusan kebijakan di bidang

kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pcmantayan

orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga a}ﬁlng:

kewaspadaan perbatasan antar ~negara, fasilitast

e kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganarn
konflik di wilayah Kabupaten; e

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaqudaan ini,
kerjasama intelejen, pemantauan qrang asing, tenaga
kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang

kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah

Kabupaten;

d. pelaksanaan koor
kerjasama intelejen,
kerja asing dan
perbatasan antar negara,
kewaspadaan, serta penangan

Kabupaten; - :

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen,
tenaga kerja asing dan

(‘q pemantauan orang asing,
g lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah Kabupaten; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

limaksud pasal
an Nm;i(mnl

dang kewaspadaan dini,
n orang asing, tenaga
lembaga asing kewaspadaan
fasilitasi kelembagaan bidang
an konflik di wilayah

dinasi di bi
pemantaua

Pasal 20

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen

mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelejen,

b. melaksanakan pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan lembaga asing

c. melaksanakan kewaspadaan perbatasan antar
negara

d. melaksanakan fasilitasi i
——— si  kelembagaan bidang

[t

(1)
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(2)

3)

(1)

2

(1)

hertugas

Slll) Bi
idang Penanganan  Konflik
pn[]',‘ll’l!”l:"n

melaksanak :
l)mv-\ nakan penyiapan  bahan,

'M!..‘hlm kerja, perumusan kebijakan, pnl;.pq:m;;:m
o ' { i { ! ! aliral can
' l”"""”- koordinasi, monitoring, evalual

»w . { 1.4 .

Pelaporan di bidang penanganan konflik.

aanakan

¢ dalam melak

Sub Bi . D ) ,
Bidang Penanganan Konflil por 2N

tugasnya  sebagaimana  dimaksud pada
menyelenggarakan fungsi: p
SR fparak f . di bidang pltn:mﬂ"'”"n
. penyusunan program kerja di jdang
konflik; li
' cchijakan ¢
b. penyusunan bahan pr.-rumusmn kebij
bidang penanganan konﬂlk;' ' ppnnnﬂﬂ”“”
c. pelaksanaan kebijakan  di bidang
konflik; ¢ enanganan
d. pelaksanaan koordinasi  di bidang P
konflik; : elaporarn
e. pclakss{naan monitoring, C‘,’“"Z]m:' anth
di bidang penanganan ko.nﬂ'k’ : diberikan oleh
f. pelaksanaan fungsi lain  yané
pimpinan.
BABV AL
KELOMPOK JABATAN FUNGSION
pasal 21

i s
Kelompok Jabatan Fungsional merppunty':xastuCIg:n
membantu dan melaksanakan sebag;gr}k Kagb e
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politi
sesuai dengan keahlian yang dimiliKi.

. g . <aiumlah
tan Fungsional terdiri dari sejumian
Kelompek 2 ona %iatur dan ditetapkan sesual

tenaga fungsional yang
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jonal sebagaimana dimaksud

Jumlah tenaga Fungs
ads > kan berdasarkan kebutuhan

pada ayat (2) ditentu
beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan
dan Sekretaris unit organisasi badan kesatuan bangsa
dan politik kabupaten menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
maupun antara perangkat daerah serta instansi

lainnya.

/g
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(2)

()

(4)

(1)

(2)

(3)

“

(5)

13

Setia

p l)im ¢

, ina YT ; (g

bCltmmgun{,im{”‘b n 'Sr'ltu,m unit organisasi

a“'ahanny;; ab memimpin dan mengkoordinasikan

petunjuk 1y _ serta memberikan  bimbingan dan
agl pelaksanaan tugas.

Setia "
ling](\»g pimpinan satuan unit organisasi dalam
ngan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
masing

ber ; ;
S tangguf’&lﬂ“'ab kepada atasan nya masing:
ecara bcrjcnjang,

Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan
wasan terhadap

tugas melakukan pembinaan dan penga
bawahannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupatl
atas usul Sekretaris Daerah.
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala $ub bagian darf
Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupatl
atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

aris Badan dan Kepala Bidang diangkat dan
entikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan
aris Daerah.

Sekret
diberh
melalui Sekret
alam dan dari
n ayat (2)
perundang

pemberhentian d
dimksud ayat (1) da
tuan peraturan

Pengangkatan dan
jabatan sebagaimana
sesuai dengan keten
undangan.

jabatan eselon [I.b atau

ratama. sekretaris Badan

Kepala Badan merupakan
[l.a atau Jabatan

jabatan Pimpinan Tinggi P

merupakan jabatan eselon
Administrator. Kepala Bidang merupakan Jabatan
eselon. IIL.Lb atau jabatan Administrator. Kepala

Subbagian, kepala Subbidang merupakan eselon IV.a

atau Jabatan Pengawas.

FE

—
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Diundangkan di In

pada tanggal,

Pj. SEKRETARI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada

saat Perg

: wur bl el ,
Bupati Nomor 35 ',"" Bupati ini mulai herlaku, Peraturar
dan It 35 Tahun 2014 tents afas
an ]‘llllpgi Bad , ‘ tentang Uraian u
Ogan ”ir‘(nv‘" an Kesatuan Bangsa dan politik Kabupatern
Nomor 35) |.“"" Daerah Kabupaten Ogan hun 2014

35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pas p()k’lk

[lir Ta

asal 25

Peraturan = Bupati  ini mulai  berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkaq
ti ini dengan pcncmpamnnyc

ran Bupa

pengundangan Peratu
abupaten Ogan [lir

dalam Berita Daerah K

dralaya

% il 2021

S DAERAH

KABUPATEN OGAN ILIR

W

SIN

BERITA DA

R TAHUN 2021 NOMOR ((9

ERAH KABUPATEN OGAN ILI
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pad ,
B“P?ltisr;\?(:rn’o(;-r%t:;'mn Bupati ini mulai berlaku, Peraturad
dan Fungsi B 5 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas pokok
Ogan Hirg‘B adan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Nom ( crita Daerah Kabupaten Ogan [lir Tahun 2014
or 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan  Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, m_crperint;ahkgﬂ
pengundangan  Peraturan Bupati 1M ¢ e';]%r
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 0gan
Ditetapkan di Indralla)/tgl
pada tanggal, April 2021
BUPATI OGAN ILIR
dto
PANCA WIJAYA AKBAR
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 29 Al;rﬂ 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
dto
MUHSIN
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 49
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

e
ZULEDI, SH, M.Si

PEMBINA /IV.a
NIP. 19640103 198512 1 002
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SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR t{g TAHUN 2021

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR.

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
PROGRAM DAN ANGGARAN

I
BIDANG
IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN & KARAKTER
BANGSA

SUB.BIDANG
IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN

L—4

SUB. BIDANG

BELA NEGARA DAN KARAKTER

BANGSA

BIDANG BIDANG
KETAHANAN EKONOMI,
POLITIK DALAM NEGERI SOSIAL,BUDAYA, AGAMA DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
SUB. BIDANG SUB. BIDANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENINGKATAN DEMOKRASI

FASILITAS] KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN
DAN PARTAI POLITIK

KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA_DAN AGAMA

SUB. BIDANG
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

SUB. BIDANG
PENANGANAN NONFLIK

%

[ BUPATYOAAN ‘.ux.‘?
EF PANCA W1V A axBAR
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